BAB I
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

No.08/Pdt.P/2010/PA.Bkl TENTANG WARIS ZA WI AL-ARHAM

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Bangkalan.

Pengadilan Agama Bangkalan kelas IB adalah salah satu pelaksana
kewenangan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
untuk penduduk yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat
dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan
shadaqah serta ekonomi syari’ah & sodaqah sebagaimana di atur dalam Pasal 49
UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai
fungsi sebagai berikut : a) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan
Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan
Eksekusi, b) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding,
Kasasi, dan Peninjavan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya,
¢) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan
Pengadilan Agama, d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat
tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila

diminta, e) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta
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peninggalan di luar sengketa antar orang & nash, orang yang beragama Islam, f)
Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /
tabungan dan sebagainya, g) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya
seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan
riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan
sebagainya.

Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan kewenangan Pengadilan
Agama yaitu (1) mengadili, (2) memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat
tentang hukum islam kepada instansi pemerintah, (3) kewenangan lain oleh atau
berdasarkan Undang-undang, (4) kewenangan Péngadilan Agama Tinggi
mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi
relatif, serta (5) bertugas mengawasi jalannya peradilan.'

Seperti yang ditegaskan dalam pasal 49 ayat 3, Pengadilan Agama
memeriksa bidang kewarisan yaitu pada penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli
waris, penentuan menegenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli
waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pengadilan Agama Bangkalan merupakan pengadilan tingkat pertama yang
berkedudukan di JI. Soekarno Hatta 19 Bangkalan 69116 Telp./fax: (031)
3095582 / (031) 3061482. Berdasakan keputusan Menteri Negara RI No. 589

tahun 1999 Pengadilan Agama se Jawa Timur dibagi dalam Kklasifikasi kelas,

! M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, 133
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yaitu kelas IA sebanyak 11 PA, kelas IB sebanyak 22 PA, dan kelas II sebanyak 4
PA, penjelasan wilayah yuridiksi terlampir.
1. Keberadaan geografis dan wilayah hukum yuridiksi Pengadilan Agama.
a. Kebijakan umum peradilan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok Pengadilan
(termasuk Pengadilan Agama Bangkalan) adalah menerima, memeriksa,
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadahya.
Untuk dapat terselenggaranya tugas-tugas tersebut Pengadilan Agama
Bangkalan menerapkan beberapa Kebijakan Umum Peradilan, antara
lain:
1) Meningkatkan Pelayanan Penerimaan Perkara kepada Pencari
Keadilan sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima
2) Menyelenggarakan persidangan perkara secara cepat, sederhana dan
biaya ringan;
3) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan mengatasi
segala hambatan untuk melaksanakan putusan (eksekusi);
4) Menyelenggarakan administrasi kepaniteraan secara tertib
5) Menyelenggarakan urusan administrasi kesekretariatan secara tertib

dan akurat;
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Kebijakan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas di

wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkalan yang meliputi 18

Kecamatan yang terdiri dari 279 Desa/ Kelurahan, yakni:

Kab. Bangkalan

1) Kecamatan Kamal terdiri dari 10 Kelurahan/Desa:

).
b).
c).
d).

e).

Tajungan
Gili Barat
Banyuajuh
Kamal

Tanjung Jati

f).
8)-
h).
i).
D-

Kebun
Gili Timur
Gilianyar
Telang

Pendabah

2) Kecamatan Labang terdiri dari 13 Kelurahan/Desa:

a).
b).
c).
d).

Kesek
Pangpong
Sukolilo Barat

Sukolilo Timur

h).

i).
j)-

k).

Bringen
Ba'engas
Morkepek

Labang



€).
f).

g2)

Bunajih
Sendang Laok

Sendang Dajah

D).

m).
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Jukong

Petapan

3) Kecamatan Kwanyar terdiri dari 16 Kelurahan/Desa:

a).
b).
c).
d).

).

f).

g)-
h).

Tebul
Kwanyar Barat
Pasanggrahan
Karanganyar
Batah Timur
Batah Barat
Duwak Buter

Paoran

i).
)X
k).

D).

P)-

Pandanan
Karang Entang
Janteh

Dlemer
Ketetang
Morombuh
Somor koneng

Gunong Sereng

4) Kecamatan Modung terdiri dari 17 Kelurahan/Desa:

a).

b).

c).

d).

e).
f).

g).

h).

Panpajung
Patereman
Kolla

Paeng
Neroh

Srabi Temor
Srabi Barat

Patengteng

i).
k).

1).

Suwa'an
Modung
Brakasdajah
Karanganyar
Manggaan
Glisgis
Pakong

Alas Kokon



i). Langpanggang

5) Kecamatan Blega terdiri dari 19 Kelurahan/Desa:

a). Panjalinan k). Kampao

b). Panggedungan ). Lombang Dajah
c¢) Ko'olan m). Lombang Laok
d). Gigir n). Rosep

e). Blega 0). Karang Nangkah
f). Nyormanes p). Karang Panasan
g). Karpote q). Karang Gajam
h). Kajjan r). Lomaer

i). Alas Rajah s). Bates

j)-  Blega Oloh

6) Kecamatan Konang terdiri dari 13 Kelurahan/Desa:

a). Campor h) Pakes

b). Sambiyan i). Durin Timur
c¢) Cangkareman j).  Durin Barat

d). Sen Asen k). Galis Dajah

e). Konang ). Negarah

f). Genteng m). Batokaban

g). Bandung



7) Kecamatan Galis terdiri dari 21 Kelurahan/Desa:

a).
b).
c)
d).
e).
f).
g).
h).
i).
-
k).

Kajuanak
Paterongan
Daleman

Tellok

Blateran
Kelbung

Tlagah
Kranggan Timur
Separah

Lantek Barat

Banjar

D).

Lantek Timur
Banyubunih
Longkek
Galis
Pekadan
Pakaan Laok
Pakaan Dajah
Bangpendah
Sadah

Sorpa

8) Kecamatan Tanah Merah terdiri dari 23 Kelurahan/Desa:

a).
b).

c)

d).
e).
f).
g)-

h).

Pacenten
Baipajung

Tanah Merah Laok
Kranggan Barat
Pangkeleyan
Padurungan

Tanah Merah Daja

Petrah

m). Rongdurin

n).
0).
p).

Q)

Tlomar
Kendaban
Dumajah
Patemon
Mrecah
Dlambah Laok

Buddan
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i). Jangkar u). Dlambah Dajah
j). Pettong v). Poter

k). Landak w). Basanah

). Batangan

9) Kecamatan Tragah terdiri dari 4 Kelurahan/Desa:

g).
h).

i).

Masaran
Bancang
Ja’ah
Keteleng
Alang Alang
Kemoneng
Soket Laok
Bajeman

Tambin

)X
k).

D).

Soket Dajah
Duko Tambin
Karang Leman
Tragah
Pocong
Pacangan
Pamorah
Banyubesi

Jaddung

10) Kecamatan Geger terdiri dari 12 Kelurahan/Desa:

a).
b).
c)
d).
e).
f).

Lerpak

Dabung

Katol Barat
Banyoneng Laok
Banyoneng Dajah

Kombangan

8)-
h).
i).
i)-
k).

D).

Geger
Batobella
Tegar Priyah
Campor
Kampak

Kompol



11) Kecamatan Kokop terdiri dari 13 Kelurahan/Desa:

a).
b).

c)

d).

e).

D).

g)-
12) Kecamatan Tanjung Bumi terdiri dari
a). |
b).

c)

d).

e).

f).

g)-
h).

Durjan
Tlokoh
Kokop
Mano'an
Mandung
Bandang Laok

Dupok

Planggiran

Tagungguh
Bandang Dajah

Bungkeng

Larangan Temor

Tambak Pocok
Bumianyar

Planggiran

h). Tramok

i). Ampara'an

j). Lembung Gunong
k). Katol Temor

). Banda Soleh

m). Batokorogan

14 Kelurahan/Desa:
i). Pasesech
j). Telaga Biru

1). Tanjung Bumi

m). Macajah
n). Tlangoh
0). Aeng Tabar

p). Banyusangka

q). Paseseh

13) Kecamatan Sepulu terdiri dari 15 Kelurahan/Desa:

a).
b).

c)

Klapayan
Bangsereh

Kelbung

i). Klabetan
j)-  Gangseyan

1). Maneron
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d).

e).

f).

g)-
h).

Saplasan
Gunelap
Tanagura Temor
Tanagura Barat

Banyior

Sepulu
Prancak
Labuhan

Lembung Pasese

14) Kecamatan Socah terdiri dari 11 Kelurahan/Desa:

a).
b).

c)

d).

e).

f).

Sanggragung
Parseh
Bilaporah
Jaddih
Buluh

Keleyan

g)-
h).

i).

i
k).

Socah
Junganyar
Dakiring
Petaonan

Pernajuh

15) Kecamatan Bangkalan terdiri dari 12 Kelurahan/Desa:

a).
b).

c)

d).
e).

f).

Ujung Piring
Sembilangan
Kramat
Martajasah
Mlajah

Kemayoran

g).
h).

i).
i)

k).

D).

Pangeranan
Demangan
Kraton
Pejagan
Bancaran

Sabiyan
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16) Kecamatan Burneh terdiri dari 12 Kelurahan/Desa:

a).
b).

c)

d).
e).
f).

Jambu
Langkap
Burneh
Banangkah
Arok

Kapor

).
h).

i).
J)

k).

D).

Sobih
Pangolangan
Alas Kembang
Binoh

Perreng

Tunjung

17) Kecamatan Klampis terdiri dari 22 Kelurahan/Desa:

a).
b).
c)
d).
e).
f).
g).
h).

j)-
k).

Tolbuk

Ra'as

Moarah

Polongan

Karang Asem
Banteyan

Bragang
Lergunong
Panyaksagan
Larangan Glintong

Manonggal

I).
m).
n).
o).

D)

Larangan Sorjan
Tenggun Dajah
Bulung

Trogan

Ko'ol
Tobaddung
Mrandung
Bulukagung
Bator

Klampis Barat

Klampis Temor
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18) Kecamatan Arosbaya terdiri dari 18 Kelurahan/Desa:’

a).
b).
c).
d).
e).
f).
g).

h).

Pandang Lanjang
Batonaong
Glagga
Berbeluk
Tambegan
Cendagah
Mangkon
Karang Pao

Makam Agung

b. Visi dan Misi

)2
k).

1).

Dlemmer
Karang Duwak
Ombul

Balung

Lajing
Tengket
Arosbaya
Plakaran

Buduran

Visi Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada visi Mahkamah

Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di

negara Indonesia yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang

Agung’’. Untuk mencapai visi tersebut diatas ditetapkan misi-misi

sebagai berikut:

1) Meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan agama;

2) Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern;

3) Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara kasasi dan PK;

? Hasil wawancara dengan Kaur Umum Pengadilan Agama Bangkalan, Utik Inayati pada

tanggal 27 juni 2012



C.

72

4) Meningkatkan Kajian syariah sebagai sumber hukum materi peradilan

Agama;

Rencana strategis

Dalam upaya mendukung dan merealisasikan visi dan misi tersebut

diatas Pengadilan Agama Bangkalan mempunyai beberapa Rencana

Strategis dalam mquhadapi tahun 2012, antara lain:

1) Bidang Yustisial

2)

3)

a) Penyelesaian perkara tahun 2012 dan sisa perkara tahun 2011

b) Meningkatkan terciptanya pelayanan administrasi perkara sesuai
dengan pola Bindalmin (Pembinaan Pengendalian Administrasi
Pengadilan).

Bidang Kepaniteraan

a) Meningkatkan tertib administrasi perkara sesuai dengan pola
Bindalmin (Pembinaan Pengendalian Administrasi Pengadilan).

b) Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM Panitera Pengganti
yang produktif

c) Meningkatkan penyampaian pemanggilan kepada para pihak yang
mencari keadilan

d) Meningkatkan arsiparis secara dinamis.

Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi,

guna meningkatkan kualitas kinerja bidang Kesekretariatan,
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Informasi Pegawai (SIMPEG). Pengelolaan BMN dengan
menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN, Pengelolaan belanja pegawai

dengan aplikasi GPP serta pengelolaan informasi keuangan melalui

aplikasi SAKPA.}

2. Struktur organisasi Pengadilan Agama Bangkalan

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragam Islam di bidang
perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum
Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ckonomi syari’ah
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, dinyatakan bahwa ’Susunan Pengadilan Agama terdiri dari
Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita’, kemudian
dalam pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa 'Pimpinan Pengadilan Agama
terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua’, lalu dalam pasal 26
ayat (2) dinyatakan bahwa ’'Dalam melaksanakan tugasnya Panitera
Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang

Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru

3 Ibid.
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Sita’; berikutnya dalam pasal 38 dinyatakan bahwa "Pada setiap Pengadilan
Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti”

Dari Struktur Organisasi tersebut, nampak bahwa Pengadilan Agama
Bangkalan kekurangan personil. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya
beberapa perangkapan jabatan, seperti dibawah ini:

a. Moh Muhyiddin, SH., disamping menjabat sebagai Wakil Sekretaris juga
menjabat Panitera Pengganti;

b. Utik Inayatin, S.Ag, disamping menjabat sebagai Panitera Muda Hukum
juga menjabat Juru Sita Pengganti;

c. Moh Hosen, SH, disamping menjabat sebagai Panitera Muda

Permohonan juga menjabat Juru Sita Pengganti;

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok diatas, Pengadilan Agama
Bangkalan selalu berpedoman pada fungsinya, antara lain sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan
bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan ekskusi;
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi,

Peninjauan Kembali dan administrasi peradilan lainnya;

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di
lingkungan Pengadilan Agama (Kepegawaian, Umum dan Keuangan,

kecuali biaya perkara).
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d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum
Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama.

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan
pembagaian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang
beragama Islam

f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya, seperti penyuluhan
hukum, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat

hukum dan lain sebagainya.

3. Wewenang Pengadilan agama.
a. Wewenang Pengadilan Agama Bangkalan
Pengadilan Agama Bangkalan merupakan satu instansi pemerintahan
dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional
menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama.
Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
Bangkalan sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang kemudian dirubah kedalam undang-undang Nomor
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3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :
1) Perkawinan
a) Izin poligami
b) Pencegahan perkawinan.
c¢) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
d) Cerai talak.
e) Cerai gugat.
2) Harta bersama.
3) Kelalaian atas kewajiban suami istri.
4) Penguasaan anak.
5) Nafkah anak.
6) Hak-hak mantan istri.
7) Pengesahan anak.
8) Pencabutan kekuasaan anak.
9) Penunjukan orang lain sebagai wali.
10)Ganti rugi terhadap wali.
11)Asal usul anak.
12)Penolakan kawin campuran.
13)Isbat nikah.

14)Dispensasi kawin.
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15)Wali adhol.
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Shadaqoh. dan
g. Ekonomi syari’ah.*

Sedangkan untuk pengesahan nikah atau izsbat nikah diatur dalam pasal
2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22)
Penjelasan Undang-Undang'Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d
Kompilasi Hukum Islam Yang berbunyi : “Perkawinan yang disahkan hanya
Perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang- undang Nomor

1 Tahun 1974.”

B. Gambaran permohonan hak waris zawi al-arham
1. Obyek dalam penetapan Pengadilan agama bangkalan No.
08/Pdt.P/2010/PA.Bkl. adalah tanah milik Alm. Saksak bin Rabudin

(Arbidin) meninggal pada tahun 1973, pada masa hidupnya mempunyai

% Hasil wawancara dengan Kaur Umum Pengadilan Agama Bangkalan, Utik Inayati pada
tanggal 27 juni 2012
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tanah yang tercatat dalam buku desa No.34 letter C Nomor 639 seluas 0,765
Ha. Yang terletak dikampung Beaeger Desa Tanah Merah Daya kecamatan
Tanah merah Kabupaten bangkalan yang tercatat atas nama Saksak
Rabudin dengan batas-batas tanah :
Sebelah Barat : Jalan umum Sebelah timur : Sekolah SMP
Sebelah Utara : Tanah Narullah Sebelah selatan : Tanah ibu Pati

2. Subyek dalam perkara penetapan waris (ahli waris)

Ahli waris adalah delapan cucu sepupu dari Alm. Saksak bin Rabudin
(meninggal tahun 1973) yang tidak meninggalkan ahli waris penggantinya,
mengingat kakek buyut para pemohon adalah saudara kandung dari orang
tua Almarhum Saksak bin Rabudin (Arbidin), maka moh;mnya para
pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Saksak bin Rabudin
(Arbidin).

3. Duduk perkara waris (ahli waris)

Kedelapan pemohon dari cucu sepupu diantaranya Narufi bin Hawi
bin Basman, H. Syaroni bin Hawi bin Basman, Bungkel bin Hari bin
Basman, Muin bin H. Yahya bin H.M.Ali, Sahar bin Baidowi, M. Halianto
bin Hosen, Minsari bin Hasan, Abdul Qodir bin Hasan mengajukan surat
permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan tertanggal 5
Nopember 2009 dengan Nomor perkara 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tanggal 13

Januari 2010 dan diubah dengan surat tertanggal 17 Maret 2010. Adapun
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majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara adalah
bapak Mokh. Akhmad sebagai Hakim ketua serta bapak Farihin dan ibu
Sufijati yang masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Duduk perkara dalam permohonan ini adalah kedelapan cucu sepupu
dari almarhum Saksak memohon ditetapkan sebagai ahli waris. Semasa
hidupnya almarhum Rabudin (Arbidin) yang lahir pada tahun 1863 dan
meninggal pada tahun 1940 memiliki saudara kandung (kakak) yang
bernama alamarhum Raksa (kakek dan kakaek buyut dari pemohon) yang
lahir pada tahun 1860 dan meninggal pada tahun 1910. Semasa hidupnya
Raksa menikah dengan almarhumah Habiyeh dan dikaruniai dua orang
anak, anak yang pertama meninggal sewaktu kecil/belum dewasa, anak
yang kedua dikaruniai anak 9 anak. Kemudian cucu almarhum Raksa ada 9.
Sedangkan Rabudin dikarunia satu anak yang bernama Saksak bin Rabudin
lahir tahun 1891 dan meninggal pada tahun 1973, semasa hidupnya menikah
dengan almarhum Narila yang lahir tahun 1920 meninggal tahun 2002, dan
dikaruniai lima orang anak dan semuanya meninggal ketika masa muda
tanpa pernah menikah dan atau memiliki keturunan. Almarhum Saksak
yang meninggalkan anaknya yang pada akhirnya meninggal sebelum dewasa
dan tanpa memiliki keturunan sebagai ahli warisnya terkecuali dari para
pemohon sehingga patutlah jika para pemohon disebut para ahli waris dari

almarhum Saksak. Almarhum Saksak juga meninggalkan sebidang tanah
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sebagaimana tercatat dalam buku Desa No.34 letter C Nomor 639 seluas
0,765 yang terletak di kampung Beaeger Desa Tanah Merah Daya
Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang tercatat atas nama
Saksak bin Rabudin dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Jalan umum Sebelah timur : sekolah SMP

Sebelah Utara : Tanah Narullah Sebelah selatan : Tanah ibu Pati

Seluruh harta diatas diperoleh dari warisan orang tuanya yaitu
Rabudin (Arbidin). Tanah tersebut awalnya dikuasai oleh istri dari
sipewaris dan hasilnya untuk biaya hidup keluarganya, dengan cara bagi
hasil. Dan selama istri masih hidup para pemohon tersebutlah yang
menggarap atau mengelolahnya dengan cara bergantian dengan hasil dibagi
sama rata. Karena beliau orang pendatang dari jawa maka istri sipewaris
tidak mempunyai saudara selain para pemohon tersebut karena tidak ada
yang mengetahui asal usulnya.’

Mengingat para pemohon adalah cucu jauh dari almarhum saksak bin
Rabudin yang tidak meninggalkan ahli waris penggantinya maka para
pemohon ditetapkan sebagai ahli waris. Hubungan antara pemohon dengan
pewaris bisa dikatakan ahli waris zawi al-arham, dalam kewarisan Islam

pembagiannya tidak bisa mewarisi harta pewaris. 6

% Hasil wawancara dengan Kaur Umum Pengadilan Agama Bangkalan Utik Inayati pada
tanggal 27 juni 2012
® Berkas penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.08/Pdt.P/2010/PA.Bkl hal 3-7
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4. Bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat

Guna memperkuat permohonan penetapan ahli waris, masing-masing

pihak menyerahkan barang bukti, penggugat mengajukan alat bukti berupa

surat dan empat orang saksi yaitu:

a.

Foto copy kartu tanda penduduk oleh masing-masing pemohon.

b. Foto copy Surat keterangan kematian dari pihak keluarga para pemohon

yang meninggal.

Saksi dari pemohon penetapan ahli waris diantaranya:

a.

Suharto bin Jimin yang telah disumpah memberikan keterangan bahwa
saksi mengenal dengan para pemohon karena bertetangga sejak 1980,
karena istri saksi asli orang Jangkar Kecamatan Tanah merah, saksi
mengetahui kalau para pemohon mengajukan permohonan penetapan
ahli waris dari almarhum Saksak bin Rabudin dan mempunyai istri
bernama Narila, saksi tidak mengetahui kapan Saksak meninggal dan
tidak mengetahui dari mana Narila berasal dan setahu saksi Narila
sudah tinggal di Jangkar Madura. Saksi tidak pernah mengetahui Narila
punya saudara yang saksi tahu Narila kondisinya sudah tua tinggal
sendirian dirumahnya, saksi tidak tahu dan tidak kenal anak-anak Narila
yang saksi tahu Narila tinggal dirumah peninggalan Saksak.

Rosyidi bin Nawawi yang sesudah disumpah juga memberikan

keterangan bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena bertetangga
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sejak masa kanak-kanak, saksi mengetahui pemohon mengajukan
permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Saksak bin Rabudin.
Saksi kenal dengan Saksak bin Rabudin, akan tetapi tidak kenal dengan
orang tua Saksak saksi tidak kenal karena sudah meninggal jauh
sebelumnya dari pada Saksak, saksi mengetahui bahwa istri Saksak
bernama Narila yang juga telah meninggal dunia dan dari
perkawinannya dikaruniai lima orang anak yang semuanya meninggal
dunia lebih dahulu sebelum menikah. Saksi tidak mengetahui apakah
Narila punya saudara atau tidak yang saksi tahu Narila sudah setelah
ditinggal meninggal anak-anaknya, tinggal sendirian dan dirawat para
pemohon dan sekaligus para pemohonlah yang menggarap harta
peninggalan almarhum Saksak.’

c. Sya’roni bin Muhammad yang sesudah disumpah juga memberikan
keterangan bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai teman
sejak kecil dan sama-sama berasal dari Desa Jangkar Kecamatan Tanah
Merah Kabupaten Bangkalan. Saksi tahu betul bahwa Saksak telah
meninggal 1973 kemudian anak-anaknya dan terakhir istrinya yang
bernama Narila yang meninggal tahun 2002, saksi tidak pernah
mengetahui apakah Narila punya saudara, sebab waktu Narila masih

sehat sampai meninggal tidak pernah ada pula yang mengaku sebagai

7 Berkas penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.08/Pdt.P/2010/PA Bkl hal 8-15
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anak asuh atau anak angkatnya, kecuali para pemohon ini yang
merupakan cucu-cucu keponakan atau cucu sepupu almarhum Saksak.
Saksi mengetahui bahwa almarhum Saksak telah memiliki harta
peninggalan berupa tanah seluas 0,765 Ha yang berasal dari Rabudin
(ayah Saksak) saudara kandung Raksa.

d. H. Abdullah bin H. Ali yang sesudah disumpah juga memberikan
keterangan bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai teman
sejak kecil dan sama-sama berasal dari Desa Jangkar Kecamatan Tanah
Merah Kabupaten Bangkalan. Saksi tidak tahu betul tentang Saksak
karena sudah meninggal sejak saksi masih kecil, tapi kalau dengan
Narilah istrinya saksi kenal dan saksi kenal dengan kedua anaknya yang
masing-masing bernama Rosidi meninggal tahun 1975 dan Maisaroh
meninggal 1997. Saksi tidak pernah tahu apakah Narilah punya saudara,
sebab waktu Narilah masih sehat sampai meninggal tidak pernah ada
yang mengaku sebagai keluarganya atau saudaranya dan tidak ada pula
yang mengaku sebagai anak asuh anak angkatnya, kecuali para
pemohon ini yang merupakan cucu keponakan Saksak. Saksi
mengetahui hubungan kekeluargaannya baik sekali sebab merekalah
yang merawat hingga meninggalnya Narila.

Dengan keterangan saksi didepan sidang telah cukup keterangan atau

bukti-bukti dan memperkuat permohonan penetapan ahli waris.
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5. Penetapan dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama
Bangkalan dalam menyelesaikan perkara penetapan ahli waris

Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan pada hari
selasa tanggal 27 april 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil awal
1431H yang dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bangkalan dan para pemohon hadir dalam persidangan,
setelah Majelis Hakim telah menasehati para pemohon agar keinginannya
tidak dilanjutkan, akan tetapi para pemohon tetap pada pendiriannya,
kemudian dilanjutkan dengan membaga gugatan yang oleh majelis hakim
dinyatakan terbuka untuk umum.

Setelah melalui sidang tahap demi tahap, berdasarkan permohonan
pemohon yang diajukan pihak pemohon serta setelah melihat bukti-bukti
surat dan keterangan para saksi-saksi, Pengadilan Agama Bangkalan
mengabulkan permohonan pemohon atas perkara penetapan ahli waris dan
dinyatakan para pemohon (Narufi bin Hawi bin Basman, H. Syaroni bin
Hawi bin Basman, Bungkel bin Hari bin Basman, Muin bin H. Yahya bin
H.M.Ali, Sahar bin Baidowi, M. Halianto bin Hosen, Minsari bin Hasan,
Abdul Qodir bin Hasan) adalah ahli waris daﬁ almarhum Saksak. Tentang
obyek warisan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam buku desa No.34

letter C Nomor 639 seluas 0,765 yang terletak di kampung Beaeger desa
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Tanah Merah Daya Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang
tercatat atas nama Saksak bin Rabudin dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Jalan umum Sebelah timur : Sekolah SMP
Sebelah Utara : Tanah Narullah Sebelah selatan : Tanah ibu Pati

Seluruh harta diatas diperoleh dari warisan orang tuanya yaitu Rabudin
(Arbidin).

Pemohon dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Saksak oleh
majelis hakim dengan dasar dan pertimbangannya adalah mengingat bahwa
almarhum Saksak meninggal dunia karena sakit dengan tidak meninggalkan
ahli waris zawj al-furud dan asabah dan tidak mengasuh anak sebagai anak
angkat.®

Dalam persidangan tanya jawab dengan para pemohon memohon agar
ditetapkan sebagai ahli waris dari sipewaris, meskipun kami adalah cucu
jauh dari pewaris yang tidak mempunyai ahli waris lagi, daripada jatuh

kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab.

® Berkas Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.08/Pdt.P/PA.BKI, hal 18-19
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C. Penetapan Pengadilan Agama No. 08/Pdt.P/2010/ PA.Bkl.
1. Pertimbangan Penetapan No. 08/Pdt.P/2010/ PA.Bkl.

Dalam penetapannya hakim Pengadilan Agama Bangkalan
membebankan biaya sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu
ribu rupiah) kepada para pemohon.

Adapun pertimbangan hakim dalam penetapan No. 08/Pdt.P/2010/
PA.Bkl dalam menetapkan perkara penetapan ahli waris adalah karena pada
sidang pertama para pemohon menyatakan ada perubahan untuk perbaikan
permohonan maka sidang pemerikasaan ditunda. Dengan adanya perubahan
untuk permohonan sidang dilanjutkan kemudian hakim mempertimbangkan
sebagai berikut:

Dengan pertimbangan hakim telah menasehati para pemohon, dengan
maksud agar keinginannya tidak dilanjutkan, akan tetapi para pemohon
tetap pada pendiriannya.

Dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon berbentuk voluntair
dimana sebelum undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 direvisi, jenis
perkara voluntair dalam perkara waris adalah dilarang untuk diperiksa dan
diputus oleh Pengadilan Agama, dengan kata lain pengadilan tidak
berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena bertentangan dengan
asas “Geen belang geen actie’ atau “poin d’interet poin d’action’ namun

setelah Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 direvisi oleh Undang-undang
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No.3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-
undang No.50 tahun 2009, maka hal tersebut dibolehkan diperiksa dan
diputus Pengadilan Agama dengan kata lain menjadi wewenang Pengadilan
Agama. Hal ini didasarkan pada ketetntuan dalam penjelasan pasal 49 huruf
(b) Undang-undang No.3 tahun 2006 yang berbunyi : “waris” adalah
penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta
peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan
pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas
permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
penentuan bagian m;sing-masing ahli waris.

Dengan melihat pasal 171 huruf ¢ KHI mendefinisikan bahwa “ahli
waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” dan demikian pula pasal
174 KHI menentukan bahwa :

a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1) Menurut hubungan darah:

a) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, paman, dan
kakek.
b) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara

perempuan dan nenek.
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2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda
Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan
hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Ex pasal 174 ayat 2 KHI jo. Yurisprudensi Mahkamah agung
Republik Indonesisa Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995.

Dengan bukti surat keterangan kematian dari kelurahan mereka
tinggal serta keterangan saksi dibawah sumpahnya masing-msing,
adalah telah terbukti menurut hukum.

Berdasakan keterangan para saksi dibawah sumpahnya dengan
bukti-bukti yang menerangkan bahwa sipewaris meninggal dunia
karena sakit dan tidak meninggalkan ahli waris zawi al-firrugmaupun
asabah karena tidak pernah mengasuh anak dan tidak mengangkat anak
sebagai anak asuh.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya dan bukti-
bukti tertulis, para pemohon adalah para keluarga dekat yang masih ada
hubungan darah karena selaku cucu sepupu dari sipewaris.

Dengan berpedoman pada pasal 174 KHI diatas, maka cucu-cucu
sepupu (para pemohon) tidak termasuk ahli waris yang berhak untuk
mendapatkan bagian warisan dari pewaris, jika demikian siapa

pewarisnya?
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Dengan pertimbangan dalam fikih Islam orang-orang yang masih
ada hubungan darah atau disebut juga kerrabat yang tidak termasuk
ahli waris zawi al-furud maupun asabah disebut zawi al-arham.

Dalam hal ini para pemohon tidak termasuk zawi al-furud maupun
‘asabah, tetapi termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan
kerabat dengan pewaris, schingga para pemohon dapat dikategorikan
sebagai zawi al-arham yang lebih berhak dari pada lainnya untuk

mendapatkan warisan.

2. Dasar hukum Penetapan No. 08/Pdt.P/2010/ PA.Bkl.

Adapun dasar hukum (pertimbangan hukum) hakim dalam menetapkan

perkara penetapan ahli waris adalah:

a.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 diubah dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 tentang kewenangan Pengadilan Agama
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171, dan pasal 174.

Kitab Bidayatu al-Mujtahid halaman 339

Kitab Fathur rohmanhalaman 352-353



